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[ZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(IPO-SMA ) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT ATAS NAMA
SMA ISLAM TERPADU QUDWATUNAA YAYASAN ALQUDWAH ANNAJIYAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PKROVINS] BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Izin
Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah
Atas yang disclenggarakan oleh masyarakat
dari Ketua Yayasan Alqudwah Annajiyah
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :
41/SAMIT/QIBS/VIII/2025 tanggal 14 Agustus
2025 atas nama Ir. Bambang Susigit, M.T ditujukan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Bengkulu, Nomor : 400.3.8/1032/Dikbud/2025
tanggal 10 September 2025 Perihal Kajian Teknis
Izin  Penyelenggaraan  Operasional Sekolah
Menengah Atas SMA Islam Terpadu Qudwatunaa
yang diselenggarakan oleh masyarakat a.n Yayasan
Alqudwah Annajiyah Kabupaten Bengkulu Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bengkulu;

Mengingat 2 1. Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 1967 tentang
pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);
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Tahun 2001 :
Republik Indonesia
Tambahan lLemb:aran N

Nomor 4420); Rl

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Lembaran Negara Republik Indonesia No
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ;
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5479);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemm Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43501);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3485);
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10.

Tahun 2010 Nomor 23, Tam
Republik Indonesia Nomor S105
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 T
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pens
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang standar nasional pendidikan,(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5762):

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan FPenutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2021 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu,;
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timbul kerugian tert
yang mengaklbatkan ;
maka segala resiko yang tir
pihak pemegang Izin dan Kep

Segala Penyimpangan dan aiau kela
dalam keputusan ini yang dapat me
Pemerintah baik sengaja maupun tie
keputnsan ini aker dihentikan s
dicabut  sesuai  dcngan Ketentuan
Perundang-undangar.

Keputusan ini mlai berlaku pada tanggal ditetapf{ n
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FEL AYANAN TERPADU SATU PINTU

Rgml BENGKULU
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m_xegutnun ini disampaikan Kepada Yth.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indounesiu
Gubernur Bengaulu (Sebagai Laporan)

Walikota/Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
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Yang Bersangkutan.
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